BAB III
KOSEP KERJASAMA DAN PROGRAM KERJASAMA PROVINSI DIY

DENGAN PREFEKTUR KYOTO

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dart kerjasama antar daerah
dan juga tentang program-program yang dilaksanakan dalam kerjasama antara
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto.

Kerjasama merupakan sebuah konstruk sosial yang digunakan secara luas
tetapi memiliki berbagai definisi. Beberapa ahli mendefinisikan kerjasama sebagai
proses interaksi yang dilakukan oleh individu, kelompok dan organisasi untuk
mendapatkan manfaat. Menurut Flo Frank dan Anne Smith bahwa ketjasama
dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai
tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama.
Kerjasama adalah orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan
yang menguntungkan dan mengerjakan sesuatu yang mungkin tidak dapat dicapai
sendirian.*

Saat ini negara dihadapkan dengan suatu keadaan dimana terjadi
peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di
seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, kebudayaan, informasi dll., dan
bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.
Melihat kondisi permasalahan yang begitu komplek mulai dari penfngkatan

kebutuhan dan lain-lain membuat suatu kerjasama dipilih menjadi sarana untuk




memenuhi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini sesuai dengan apa
yang telah dikemukakan dalam teori kerjasama internasional menurut Koesnadi
Kartasasmita yang mengatakan bahwa: “Kerjasama Internasional merupakan
suatu keharusan sebagai akibat adanya hubunganinterdependensi dan bertambah
kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”® Tujuan
dilakukannya kerjasama internasional adalah untuk mencapai kemajuan bersama
dimana manfaat dari kerjasama tersebut dapat dirasakan oleh semua anggota
masyarakat. K.J. Holsti mendefinisikan kerjasama internasional adalah :**
“sebagian transaksi atau interaksi negara dalam system internasional sekarang ini
yang bersifat rutin dan hamper bebas dari konflik”.

Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan
memerlukan perhatian oleh negara. Banyak kasus yang terjadi pemerintah
berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan membicarakan
mengenai masalah dengan mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menolong
permasalahan tertentu, beberapa perjanjian yang menguntungkan semua pihak
dalam proses ini disebut dengan kerjasama. |

Dalam pembahasan mengenai kerjasama DIY-Kyoto, dimaksudkan untuk
dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah yang ada khususnya
ditingkat nasional dan regional. Kerjasama yang dilakukan oleh suatu daerah
dengan daerah lain diluar negeri awal nya hanya sebatas sebagai hubungan

kemitraan (sisterhood relationship). Akan tetapi kemudian kerjasama ini mulai

merambah dalam wilayah saling menguntungkan kedua belah pihak.

53 Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, Lembaga PenerbitanSekolah Tinggi llmu
Administrasi Bandung,1977, hal. 19
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A. Kerjasama Sister province

Kerjasama sister province adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu
provinsi dengan provinsi lain diluar negeri. Kerjasama sister province dilakukan
karena sebuah daerah tidak ingin kehilangan kesempatan didalam meraih peluang
untuk membina komunikasi, interaksi dan hubungan kemitraan serta kerjasama
internasional sebagai upaya untuk meningkatkan kesegjahteraan daerahnya dan
juga untuk meningkatkan SDM masyarakatnya.

Kerjasama Sister province, yang terlebih dahulu ditemukan dengan nama
Sister City, merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat
provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan
karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda.
Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah
atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau
daerah kepulauan.> Kerjasama sister province dan sister city di Indonesia sudah
mulai muncul pada tahun 1970-an.

Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama
tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan,
misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak melakukan
kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama ibukota
negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk sister province
dan sister city semakin marak. Salah satu kerjasama sister province yang

dilaksanakan di Indonesia adalah kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa
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Yogyakarta yakni dengan Kyoto Prefecture, Jepang, Kerjasama antar kedua belah
pihak sudah terjalin begitu lama tepatnya pada 16 Juli 1985 hingga sekarang.
Kerjasama yang sudah terjalin begitu lamanya ini, telah menumbuhkan
hubungan saling pengertian (mutual understanding) dan mampu menumbuhkan
persahabatan (friendship) bagi keduanya, yang tidak lain merupakan salah satu
manfaat yang ditimbulkan dari terjalinnya kerjasama sister province.*®
Menurut Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY, penyelenggaraan
kerjasama DIY-Prefektur Kyoto dimulai dari persetujuan bersama yang ditanda
tangani oleh Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam VIII, dan gubernur
Kyoto Prefecture Jepang, Mr. Yukio Hayashida, pada tanggal16 Juli 1985, dengan
masa berlaku sclamanya. Dari persetujuan tersebut keduanya menyepakati bidang-
bidang yang akan dikerjasamakan, yang meliputi bidang kesenian, kebudayaan,
pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, pariwisata, indu‘stn', dan lain-lain.
Adapun upaya untuk kelangsungan kerjasama tersebut, kedua belah pihak
bersepakat untuk membentuk sebuah Komite Bersama. Pembentukan Komite
Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan terlaksananya program yang
disepakati untuk dikerjasamakan kemudian dibentuk Komite Bersama, yang

dokumennya ditanda tangani oleh Ketua Bappeda DIY, Ir. KPH Probokusumo,

5 Badan Keljasama dan Penanaman Modal Prov. DIY Development Cooperation of Yogyakarta
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dan Direktur Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Kyoto Prefecture-Jepang, Mr.

Tsutomu Yoshioka. Adapun susunan organisasi Komite Bersama terlampir. */

Fungsi dari Komite Bersama tersebut untuk menyusun program tahunan yang
akan di kerjasamakan, mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan dari
program-program tersebut serta membahas berbagai hal yang saling
menguntungkan. Program kerjasama yang disepakati oleh Prefektur Kyoto dan
Provinsi DIY meliputi bidang kesenian dan kebudayaan, pada bidang ini kedua
belah pihak berupaya untuk mengenalkan budaya masing-masing daerah kepada
mitranya, seperti pertunjukan dan pameran kesenian dan kebudayaan, informasi
tentang kesenian tradisional dan budaya, teknik pelestarian warisan kebudayaan
dan lingkungan, serta pengembangan kesenian dan kebudayaan. Pada bidang
pendidikan dan IPTEK, kedua belah pihak menyepakati tentang skema
pengembangan pendidikan, dimana pendidikan dinilai penting dalam memajukan
sumber daya (SDM). Kemudian adanya pembelajaran informasi khusus dan
teknik, kegiatan pendidikan sekolah, serta upaya pengembangan teknologi.
Bidang yang juga disepakati oleh komite bersama adalah bidang pariwisata,
melihat pada kenyataanya bahwa kedua belah pihak merupakan daerah yang
banyak di kunjungi oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Upaya-upaya
yang dilakukan untuk pelaksanaan dibidang pariwisata diantaranya informasi
pariwisata, pengelolaan kekayaan dan pengembangan obyek wisata, serta pameran
pariwisata. Sedangkan pada bidang industri, komite bersama berupaya melakukan

pengelolaan, teknik kerajinan, dan industri rumah tangga, pelestarian dan
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peningkatan industri tradistonal, pameran hasil kerajinan dan industri rumah
tangga dan juga pengembangan industri lokal. Bidang-bidang tersebut diharapkan
dapat mampu membawa kerjasama sister province DIY-Kyoto berjalan dengan

baik dan semakin intensif.

Di Indonesia terdapat undang-undang yang merupakan landasan hukum
dari kerjasama sister province. Undang-undang terscbut diantaranya adalah
undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, undang-undang
nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu juga landasan
hukum dari pelaksanaz;n kerjasama internasional di Indonesia di atur dalam

undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dalam rangka penyamaan pandangan terhadap bidang-bidang yang akan
dikerjasamakan, daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pemerintah
ataupun lembaga swasta di negara lain setelah berkonsultasi, berkoordinasi dan
mendapatkan surat kuasa (full i)ower) dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah
Departemen Luar Negeri.>®
Peter Knip (1996) mengungkapkan sektor-sektor yang selama ini relative paling
umum untuk dikerjasasamakan antar daerah diantaranya, pada pembinaan
managerial, pelatihan personil, pegawai, pengembangan sumber daya manusia
serta pertukaran tenaga ahli/professional, administrasi pemerintah daerah,
perencanaan partisipatif, hubungan antar warga -kota dengan kewenangan

pemerintah daerah, pengembangan pendidikan, pertukaran budaya, pembangunan

5% Agustinus Supriyanto, Laporan Hasil Akhir Evaluasi Kerjasama Provinsi DIY-Kyoto Prefecture
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dan perbaikan lingkungan, bantuan kemanusiaan, pembangunan dan rehabilitasi

rumah sakit dan pemberian perlindungan kesehatan, perencanaan strategis,

privatisasi, pariwisata, pembangunan ekonomi perdagangan, serta pembangunan

dan penangananan masalah sosia

L. 59

B. Persyaratan-persyaratan Dalam Kerjasama Sister province

Adapun persyaratan didalam kerjasama sister province dibagi menjadi 2

bagian yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan umum

Dalam kerjasama sister province, suatu daerah harus memenuhi persyaratan
yang ada, sehingga dalam menjalankan kerjasama tersebut, daerah dapat
dikatakan telah layak untuk menjalin hubungan dengan pihak lain di luar
negeri. Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh suvatu daerah dalam
kerjasama sister province bahwa kerjasama yang akan dibuat merupakan
pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kedua negara
mempunyai hubungan diplomatik, kerjasama tersebut merupakan urusan
pemerintah daerah, kedua daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar
negeri, tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri, serta
rencana untuk bekerjasama sesuai dengan kebijakan dan rencana
pembangunan,

2. Persyaratan Khusus

yny



Persyaratan khusus merupakan syarat dimana daerah setidaknya memiliki
karakter yang sama dengan mitra kerja nya seperti, kesetaraan status
administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling

melengkapi serta peningkatan hubungan antar masyarakat.

3. Prinsip Kerjasama Sister province
Adapun prinsip-prinsip dari kerjasama sister province ini adalah sebagai tujuan
dari daerah tersebut, tentang seberapa besar pengaruh kerjasama ini dalam
pembangunan daerah serta dalam mensejahterakan masyarakatnya. Seperti prinsip
tentang persamaan kedudukan, adanya manfaat dan saling menguntungkan, kedua
daerah tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, saling
menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan
keberlanjutan lingkungan, mendukung pengarusutamaan gender, serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Mekanisme Kerjasama Internasional dengan Pihak Luar Negeri)

Diberikannya kewenangan kepada daerah untuk melakukan hubungan
ynag saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, telah
membawa dimensi baru dalam pelaksanaan politik luar negeri. Meskipun dari
sudut perundang-undangan politik lvar negeri merupakan kewenangan pusat,

namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari gerak dan kepentingan
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kepentingan semua daerah, yang berkarakteristik, sifat kepentingan, dan prioritas
masing-masing daerah berbeda dengan daerah lain.

Kerjasama oleh pemerintah daerah dengan lembaga atau pihak di luar
negeri jelas merupakan peluaang bagi percepatan pembangunan daerah yang
dalam pelaksanaannya harus member manfaat kepada masyarakat daerah terutama
dalam segmen pelayanan public. Sehingga daerah dituntut untuk mempersiapkan
diri dengan baik, termasuk peningkatan dan ketersediaan sumber daya manusia
yang baik. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri, diperlukan
persiapan matang dan dengan teatp tidak bertentangan dengan kebijakan dan
politik luar negeri, peraturan perundangan nasional serta hukum dank ode etik
internasional. Secara umum mekanisme dalam kerjasama internasional adalah
sebagai berikut®:

1. Mekanisme prakarsa pihak Indonesia
Instansi pemrakarsa melakukan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan
Departemen Luar Negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program
kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan kerjasama, sasaran
kerjasama, pertimbangan , potensi daerah, keunggulan, komparatif dan profil
pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama. Kemudian instansi pemrakarsa
mengadakan rapat interdep dengan mengundang Departemen Dalam Negeri dan
Departemen Luar Negeri serta instansi terkait untuk membicarakan usulan

program tersebut. Departemen Luar Negeri selanjutnya memberikan
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Indonesia. Kemudian Departemen Luar Negeri berdasarkan masukan dari
perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangaka mengjalin
kerjasama dengan pihak asing, Departemen Luar Negeri mengkomunikasikan
rencana kerjasama dengan perwakilan diplomatic dan konsuler pihak asing di
Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya Departemen luar Negeri
memberikan hasil koordinasi dengan pihak asing kepada instansi terkait di daerah
dan perwalilan RI di luar negeri. Kesepekatan kerjasama dituangkan dalam bentuk
perjanjian internasional yang lazim digunakan. Selanjutnya Departemen Luar
Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dalam
pelaksanaan kerjasama.
2. Mekanisme atau prakarsa dari pihak asing

Setelah melalui pertimbangan, Departemen Luar Negeri menyampaikan secara
resmi tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar negeri atau pihak
asing kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah daerah yang
menyampaikan secara resmi usulan program kerjasama yang berisi latar belakang
kerjasama, tujuan kerjasama, sasaran kerjasama, pertimbangan , potensi daerah,
keunggulan, komparatif dan profil daerah kepada Departemen Luar Negeri da
Departemen Dalam Negeri serta instansi terkait langsung dengan substansi dan
materi kerjasama. Kemudian usulan program kerjasama dibahas dalam rapat
interdep yang dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri atau instansi yang
terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan

daerah. Departemen Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada
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kerjasama, mulai darj program-programnya serta peraturan-peratyrap yang

berlaku dalam kerjasama tersebut,

ahli (expert), serta berbagai lomba dan pameran,

*! Badan Ketjasama dan Penanaman Modal DIy, Moniton‘ng dan Evalugsi Kerjasama Lygy
Negeri Provins; DIY tahun 201}, Hal 17.
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2. Bidang Pendidikan dan Iptek
Pelaksanaan kerjasama di bidang ini telah memperoleh manfaat melalui berbagai

kegiatan pertukaran mahasiswa, dan program beasiswa.

3. Bidang Pariwisata
Manfaat adanya kegiatan kerjasama di bidang ini diperoleh melalui:
a. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Taman Sari,
Kota Gede, Situs Gamping dan Candi Boko;
b. Pada awal tahun 2003 menerima 2 orang expert bidang marketing

pariwisata.

4. Bidang Industri
Manfaat adanya kerjasama yang diperoleh melalui bidang ini adalah
meningkatnya pengetahuan dan keahlian petugas dalam hal ketrampilan teknis
melalui beberapa kegiatan pameran dan promosi hasil kerajinan yang diikuti oleh

20 perusahaan industry kerajinan.

Melihat kegiatan bidang kesenian dan kebudayaan, maka tidak salah lagi
bahwa bidang ini menjadi motor bagi sosialisasi kerjasama Sister province antara
DIY-Kyoto Prefecture pada masyarakat karena bidang kesenian dan kebudayaan

sangat menarik perhatian masyarakat di kedua belah pihak. Bidang Pendidikan

v . ¥ PR I T T § R T N S S IS B T T (e MUY i Ay TR, R (.



berbagai kegiatan pertukaran mahasiswa, dan program beasiswa yang berlangsung
sampai tahun 2007.

Di bidang pariwisata, terlihat adanya kegiatann kerjasama di bidang
pariwasata diperoleh melalui penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di
kawasan Taman Sari, Kota Gede, Situs Gamping dan Candi Boko. Pada awal
tahun 2003 menerima 2 orang pakar bidang marketing dan pariwisata. Kyoto
merupakan daerah wisata yang utama di Jepang, kerjasama di bidang pariwisata
selain kegiatan di atas maka harus diusahakan pula agar dapat menarik warga
Kyoto berkunjung ke Yogyakarta, karena salah satu indicator kemajuan kerjasama
bidang ini adalah dengan meningkatnya kunjungan wisatawan Kyoto ke
Yogyakarta.

Pada tahun 2010, kerjasama Provinsi DIY dengan Kyoto Prefecture telah
memasuki umur 25 tahun. Sebuah waktu yang cukup lama bagi kedua daerah
untuk saling memahami karakteristik serta kelebihan yang dimilikinya. Dalam
kurun waktu 25 tahun tersebut, telah banyak kerjasama yang dijalin terutama
dibidang kebudayaan, baik yang rutin diselenggarakan setiap tahun ataupun
kegiatan kerjasama yang diselenggarakan secara tersendiri. Sebagai salah satu
contoh kegiatan terakhir yaitu pengiriman peserta training restorasi cagar budaya
ke Kyoto Perfecture dari Dinas Kebudayaan DIY maupun penerimaan tenaga ahli
restorasi cagar budaya dari Kyoto Prefecture, Mr. Atshusi Komiya. Di lain pihak
terdapat kegiatan Tecollabo Exhibition yang rutin diselenggarakan oleh Yayasan

Royal Silk bekerjasama dengan pihak swasta di Kyoto, yang memamerkan hasil
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Program Tecollabo (Technology Collaboration) yang berarti kolaborasi di
bidang teknologi diharapkan dapat memberikan banyak perubahan dan perbaikan
terhadap produk kerajinan di Yogyakarta melalui kolaborasi dari segi teknologi
design, teknologi produksi, teknologi bahan/material, serta teknologi pengemasan,
sehingga menghasilkan produk kerajianan yang lebih memenihi cita rasa/selera

pasar masyarakat modern.

Selain beberapa kerjasama diatas, kegiatan yang rutin dilakukan oleh
kedua daerah adalah program pertukaran lukisan anak. Program ini merupakan
program tahunan, dan sempat terhenti beberapa tahun. Pada tahun 2007, program
ini kembali dihidupkan dengan harapan dapat mempererat hubungan dan
menambah kasanah kesenian masing-masing daerah. Setelah dikirim, lukisan

tersebut kemudian dipamerkan ke kalayak umum.

Untuk bidang-bidang industri, manfaat adanya kerjasama yang diperoleh
melalui bidang ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keahlian petugas dalam
hal ketrampilan teknis sebagaimana diuraikan di atas, dan melalui beberapa
kegiatan pameran dan promosi hasil kerajinan yang diikuti oleh 20 perusahaan
industry kerajinan. Pada tahunn 2009 kegiatan di bidang industry terlihat lebih
berkembang dengan dilaksanakannya pameran Te Colabo, suvatu program
pengembangan produk UKM DIY yang dikolaborasikan dengan teknologi
.Tepang.62 Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Kyoto dengan Yayasan
Royalk Silk yang bertujuan untuk mengangkat kembali UKM-UKM DIY yang

terkena dampak gempa tahun 2006. Melihat perkembangan Kerjasama antara
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kedua provinsi ini, maka dapat dikatakan bahwa kerjasama ini sudah berjalan

sesual dengan apa yang diharapkan dan semakin lama kerjasama ini sangat
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